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ABSTRACT

A notary's responsibilities in preparing shareholders' decds include ensuring the
formal validity of the deed, verifying the identity and agreement of the parties, and
ensuring there are o conflicts with applicable laws and regulations. The problem
in this thesis is how the legal regulations regulate the notary's responsibilities in
preparing shareholders' deeds, how notaries are responsible for preparing deed
decisions of General Meetings of Shareholders, and what obstacles notaries
encounter in preparing shareholders' deeds. The research conducted is a normative
study using library research methods fo examine secondary data. The ivpe of data
used in this research is secondary data. Primary and secondary legal materials are
systematically compiled and analyzed qualitatively. The legal regulation of notary
responsibilities in making shareholder deeds is regulated in the Notary Law and its
code of ethics. The notary's responsibilities in making deed of resolution of General
Meeting of Shareholders made by a notary or deed of relaas or deed of official
Minutes of GMS made by a Notary and authorized officials are called the form of
deed of minutes of general meeting of shareholders. Deed made hefore a notary or
deed partij (partij akten) Minutes of GMS prepared before a Notary and is a deed
partij when a Limited Liability Company has first held a GMS at the domicile of the
Limited Liability Company. Notary obstacles in connection with making a deed of
shareholders include physical presence, validity of data and documents, and
conflict of interest. in the implementation of GMS electronically (c-GMS) or
teleconference, where shareholders may be in different locations. The differing
views of legal experts rzgardmg the meaning of ‘acing a rotary dircciy” n the
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KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr.Wb.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ هَلۡ أَدُلُّكُمۡ عَلَىٰ تِجَٰرَةٖ تُنجِيكُم مِّنۡ عَذَابٍ أَلِيمٖ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَتُجَٰهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمۡوَٰلِكُمۡ وَأَنفُسِكُمۡۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ  
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ABSTRAK

ANALISIS HUKUM TERHADAP TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PEMEGANG SAHAM 
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG

 PERSERTOAN TERBATAS
Syilvia Anggraini
(245114151

Tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta pemegang saham meliputi keabsahan formal akta, verifikasi identitas dan kesepakatan para pihak, serta memastikan tidak ada pertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaturan hukum tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta pemegang saham, bagaimana tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, bagaimana hambatan-hambatan notaris  yang terjadi dalam pembuatan akta pemegang saham. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif dengan  menggunakan metode penelitian pustaka (library research) untuk mentelaah data-data sekunder. Jenis data penelitian ini adalah data sekunder. Bahan hukum primer dan sekunder disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif. Pengaturan hukum tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta pemegang saham diatur dalam  Undang-Undang Jabatan Notaris  dan kode etiknya. Tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dibuat oleh notaris atau akta relaas atau akta pejabat Risalah RUPS yang dibuat oleh Notaris dan pejabat yang berwenang disebut bentuk akta berita acara rapat umum pemegang saham. Akta yang dibuat dihadapan notaris atau akta partij (partij akten) Risalah RUPS yang disusun dihadapan Notaris dan merupakan sebuah akta partij ketika sebuah Perseroan Terbatas telah terlebih dahulu melaksanakan RUPS ditempat kedudukan Perseroan Terbatas tersebut. Hambatan-hambatan notaris  sehubungan dengan dalam pembuatan akta pemegang saham  mencakup kehadiran fisik, keabsahan data dan dokumen, serta benturan kepentingan. dalam pelaksanaan RUPS secara elektronik (e-RUPS) atau teleconference, di mana pemegang saham mungkin berada di lokasi yang berbeda. Perbedaan pandangan ahli hukum mengenai makna "berhadapan langsung dengan notaris" dalam konteks e-RUPS menimbulkan persoalan yuridis mengenai keabsahan akta yang dibuat, kuorum rapat atau mekanisme pemanggilan, tidak terpenuhi, akta yang dibuat notaris dapat dianggap tidak sah atau nilainya turun menjadi akta di bawah tangan.
.
Kata Kunci: Tanggung Jawab, Notaris, Akta Pemegang Saham.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan perjanjian, di muat dalam akta pendirian, yang format serta isinya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, sehingga badan hukum perseroan terbatas berisikan janji-janji yang telah disepakati yang dimuat dalam akta pendirian perseroan terbatas.

Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, secara tegas menetapkan bahwa perseroan terbatas didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia, hal tersebut diatas menutup kemungkinan perseroan yang didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dibuat dengan akta lain selain akta notaris sehingga notarislah yang mempunyai kewenangan yang mutlak dalam membuat akta pendirian perseroan.

Akta Notaris berperan penting dalam menciptakan kepastian hukum karena sifat otentiknya dan dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang kuat dan penuh bila terjadi masalah yang berhubungan dengan akta tersebut. Dewasa ini kebutuhan terhadap akta otentik sebagai pembuktian semakin meningkat seiring dengan meningkatkanya hubungan bisnis di berbagai bidang usaha baik dari skala lokal hingga internasional.

Notaris yang merupakan lembaga yang ada dan lahir dari kebutuhan karena adanya hubungan sosial sesama manusia untuk memenuhi alat bukti dibidang hubungan hukum keperdataan sebagai bukti tertulis yang bersifat otentik.
 Berdasarkan hal tersebut, maka seorang notaris dalam membuat suatu akta selalu dituntut profesionalisme dan kecermatan, ketelitian serta kehati-hatian sebab akta otentik yang merupakan alat bukti terkuat dan terpenuh, mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat termasuk di dalamnya pembuatan akta perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas menjelang proses emisi saham yaitu suatu aktivitas dikeluarkannya atau diterbitkannya suatu jenis saham tertentu untuk pertama kalinya dan melakukan pendistribusiannya kepada masyarakat melalui penawaran umum dengan maksud menghimpun modal.
 

Peran Notaris sangat penting dalam pembuktian kepastian hak dan kewajiban hukum seseorang yaitu dengan cara penerbitan akta autentik yang dibuat dihadapannya. Akta autentik berfungsi sebagai alat bukti yang terkuat, terpenuh dan sempurna. Akta yang dibuat Notaris harus mengandung syarat-syarat yang diperlukan agar tercapai sifat autentik dari akta tersebut. Selain harus memenuhi Pasal 1868 KUHPerdata, harus juga memenuhi unsur yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Notaris wajib memenuhi syarat-syarat tersebut agar aktanya terhindari dari cacat hukum. Tidak dapat dipungkiri, ada kalanya Notaris dalam melakukan pembuatan akta juga dapat melakukan kesalahan atau kelalaian yang menyebabkan akta Notaris tersebut dibatalkan oleh pengadilan. 

Perseroan terbatas dalam menjalankan kegiatan usahanya selalu berpedoman pada maksud dan tujuannya, sehingga tujuan pencapaian keuntungan (laba) perseroan terbatas dapat terwujud. Untuk pencapaian keuntungan (laba) perseroan terbatas tersebut, dibutuhkan langkah-langkah yang harus dilakukan agar kegiatan bisnis dapat meningkat, langkah-langkah tersebut, yakni dengan meningkatkan kinerja perseroan terbatas yang berupa peningkatan produksi, distribusi, dan penjualan, dan dibutuhkannya relasi dan partner bisnis yang bisa menambah dan memperluas pergerakan bisnis perseroan terbatas, serta dibutuhkannya suntikan modal atau dana segar yang dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas bisnis perseroan terbatas, semua langkah tersebut membutuhkan legalitas yang mengikat dan kuat dimata hukum, legalitas tersebut tertuang di dalam akta perubahan perseroan terbatas, yang dibuat oleh notaris. 

Pasal 21 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, menentukan bahwa:

(1) Perubahan anggaran dasar tertentu harus mendapat persetujuan Menteri 

(2) Perubahan anggaran tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. Nama perseroan terbatas dan/atau tempat kedudukan perseroan. 

b. Maksud dan tujuan perseroan serta kegiatan usaha perseroan. 

c. Jangka waktu berdirinya perseroan. 

d. Besarnya modal dasar. 

e. Pengurangan modal ditempatkan dan disetor; dan/atau 

f. Status perseroan yang tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya. 

(3) Perubahan anggaran dasar selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) cukup diberitahukan kepada Menteri.

(4) Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dan Ayat (3) dimuat atau dinyatakan dalam akta notaris dalam bahasa Indonesia. 

(5) Perubahan anggaran dasar yang tidak dimuat dalam akta berita acara rapat yang dibuat notaris harus dinyatakan dalam akta notaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS. 

(6) Perubahan anggaran dasar tidak boleh dinyatakan dalam akta notaris setelah lewat batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (5). 

(7) Permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Menteri, paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan anggaran dasar. 

(8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mutatis mutandis berlaku bagi pemberitahuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri. 

(9) Setelah lewat batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (7) permohonan persetujuan atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar tidak dapat diajukan atau disampaikan kepada Menteri.

Notaris diperlukan dalam membuat berita acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan menyusun pernyataan keputusan RUPS, meneliti keabsahan hal-hal yang menyangkut penyelenggaraan RUPS, seperti kesesuaian dengan anggaran dasar perusahaan, tata cara pemanggilan untuk RUPS dan keabsahan dari pemegang saham atau kuasanya untuk menghadiri RUPS, meneliti perubahan anggaran dasar tidak terlepas materi pasal-pasal dari anggaran dasar yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Kewenangan pengurus perseroan Terbatas sangat penting bagi semua pihak, baik bagi perseroan itu sendiri, pengurus yang bersangkutan maupun bagi pihak ketiga atau pihak lain yang melakukan hubungan dengan perseroan, sebab apabila pengurus tidak berwenang bertindak, maka akibat hukumnya juga perpengaruh kepada pihak lain yang berhubungan hukum sebab mereka berhubungan dengan pihak yang tidak berwenang.

Notaris sebagai pejabat umum kepadanya dituntut tanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya. Apabila akta yang dibuatnya ternyata di belakang hari mengandung cacat hukum maka hal ini perlu dipertanyakan, apakah akta ini merupakan kesalahan notaris atau kesalahan para pihak yang tidak memberikan dokumen atau keterangan yang sebenarnya dalarn pembuatan akta tersebut. Semua kegiatan yang dilakukan oleh notaris khususnya dalam membuat akta akan selalu dimintakan pertanggung jawabkan.
Berdasarkan uraian di atas, maka dipilih judul  “Analisis Hukum Terhadap Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Pemegang Saham Berdasarkan Undang-Undang Persertoan Terbatas”.

B. Rumusan Masalah


Permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan hukum tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta pemegang saham ?
2. Bagaimana tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ?
3. Bagaimana hambatan-hambatan notaris  yang terjadi dalam pembuatan akta pemegang saham?

C. Tujuan Penelitian


Tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta pemegang saham.

2. Untuk mengetahui tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan notaris  yang terjadi dalam pembuatan akta pemegang saham.
D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan:

1. Secara teoritis diharapkan untuk menjadi bahan untuk pengembangan wawasan dan untuk  memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, menambah dan melengkapi  koleksi ilmiah serta memberikan kontribusi pemikiran yang menyoroti dan membahas mengenai pembuatan akta pemegang saham yang diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan hukum perdata.
2. Secara praktis:

a. Sebagai pedoman atau masukan bagi aparat penegak hukum maupun praktisi hukum dalam menentukan kebijakan untuk menangani dan menyelesaikan perkara-perkara yang terjadi dalam pembuatan akta pemegang saham. 

b. Memberikan sumbangan pemikiran dan kajian tentang pemalsuan surat  dalam pembuatan akta otentik. 

c. Memberikan sumbangan pemikiran dan informasi ilmiah bagi masyarakat khususnya mengenai pembuatan akta pemegang saham. 

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Gambaran Umum Tentang Perseroan Terbatas
1. Pengertian Perseroan Terbatas

Kata perseroan dalam pengertian umum adalah perusahaan atau organisasi usaha sedangkan Perseroan Terbatas adalah salah satu bentuk organisasi usaha atau badan usaha yang ada dan dikenal dalam sistem dagang hukum Indonesia.  Jamin Ginting menyebutkan Perseroan Terbatas adalah salah satu bentuk organisasi usaha atau badan usaha yang ada dan dikenal dalam sistem hukum dagang Indonesia dimana pemegang saham bertanggung jawab sebatas nilai nominal yang diambil dan dimilikinya. Perseroan Terbatas dalam bahasa Belanda disebut naamloze vennootschap dan dalam bahasa Inggris disebut company limited by shares. Perseroan Terbatas adalah perusahaan akumulasi modal yang dibagi atas saham-saham dan tanggungjawab sekutu pemegang saham terbatas pada jumlah saham yang dimiliki. Perseroan adalah perusahaan badan hukum.

Kehadiran Perseroan Terbatas (PT) sebagai suatu bentuk badan usaha dalam kehidupan sehari-hari tidak lagi dapat diabaikan. Tidak berlebihan bila dikatakan bahwa kehadiran Perseroan Terbatas sebagai salah satu sarana untuk melakukan kegiatan ekonomi sudah menjadi suatu keniscayaan yang tidak dapat di tawar-tawar. Praktik bisnis yang dilakukan oleh para pelaku usaha, baik itu pedagang, industrialis, investor, kontraktor, distributor, bankir, perusahaan asuransi, pialang, agen dan lain sebagainya tidak lagi dipisahkan dari kehadiran Perseroan Terbatas. Berbisnis dengan mempergunakan Perseroan Terbatas, baik dalam skala mikro, kecil, dan menengah maupun berskala besar merupakan model yang paling banyak dan paling lazim dilakukan. Perseroan Terbatas merupakan bentuk usaha kegiatan ekonomi yag paling disukai saat ini.

Kehadiran Perseroan Terbatas dalam kehidupan masyarakat sudah dikenal jauh sebelum zaman kemerdekaan.
 Istilah Perseroan Terbatas (PT) yang digunakan dewasa ini, dulu dikenal dengan istilah Naamloze Vennotschap disingkat NV. Singkatannya juga lama digunakan di indonesia sebelum diganti dengan singkatan PT. Sebenarnya bentuk ini berasal dari Perancis dengan singkatan SA atau Societe Anonyme yang secara harfiah artinya Perseroan tanpa nama. Maksudnya adalah bahwa PT. Itu tidak menggunakan nama salah seorang atau lebih diantara para pemegang sahamnya, melainkan memperoleh namanya dari tujuan dari perusahaan saja (Pasal 36 KUHD).

Istilah Perseroan Terbatas terdiri dari dua kata, yakni Perseroan dan terbatas. Perseroan merujuk pada modal PT yang terdiri dari atas sero-sero atau saham-saham. Kata terbatas merujuk kepada tanggung jawab pemegang saham yang luasnya hanya terbatas pada nominal semua saham yang di milikinya.
 Meskipun demikian, dalam keadaan tertentu bisa saja pemilik saham dapat dimintai pertanggung jawaban lebih dari saham yang dimilikinya.

Definisi Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksananya (Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas).

Anisitus Amanat menyebutkab bahwa Perseroan Terbatas adalah sebuah persekutuan untuk menjalankan perusahaan tertentu dengan menggunakan suatu modal dasar yang dibagi dalam sejumlah sahamatau sero tertentu, masing-masing berisikan jumlah uang tertentu pula ialah jumlah nominal, sebagai ditetapkan dalam akta notaris pendirian Perseroan Terbatas, akta mana wajib dimintakan pengesahannya oleh Menteri Kehakiman, sedangkan untuk jadi sekutu diwajibkan menempatkan penuh dan menyetor jumlah nominal dari sehelai saham atau lebih.

Istilah Perseroan Terbatas terdiri dari dua kata, yakni perseroan dan terbatas. Perseroan merujuk pada modal Perseroan Terbatas yang terdiri atas sero-sero atau saham-saham. Adapun kata terbatas merujuk pada tanggung jawab pemegang saham yang hanya terbataspada nilai nominal semua saham yang dimilikinya. 

Dasar pemikiran bahwa modal Perseroan Terbatas  terdiri dari sero-sero atau saham-saham dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa Perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Berdasarkan rumusan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, maka unsur-unsur Perseroan Terbatas yaitu:

a. Perseroan Terbatas merupakan suatu badan hukum;

b. Didirikan berdasarkan perjanjian;

c. Melakukan kegiatan usaha;

d. Memiliki modal yang terbagi dalam saham-saham;

e. Memenuhi persyaratan undang-undang.

Seperti yang disebutkan dalam rumusan diatas, Perseroan adalah badan hukum, yang berarti Perseroan merupakan subjek hukum di mana Perseroan sebagai sebuah badan yang dapat di bebani hak dan kewajiban seperti halnya manusia pada umumnya. Oleh karena itu sebagai badan hukum, Perseroan Terbatas mempunyai kekayaan sendiri yang terpisah dengan kekayaan pengurusnya. Dalam melakukan kegiatan yang dilihat jangan perbuatan pengurusnya atau pejabatnya, tetapi yang harus dilihat adalah adalah Perseroannya, karena yang bertanggung jawab adalah Perseroan. Dalam hal ini tanggung jawab Perseroan Terbatas diwakili oleh Direksinya (Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas).

Kemudian disebutkan pula perseroan didirikan berdasarkan perjanjian, hal ini menunjukkan sebagai suatu perkumpulan dari orang-orang yang bersepakat mendirikan sebuah badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas. Berhubung dasarnya menggunakan perjanjian, maka tidak dapat dilepaskan dari syarat yang di tetapkan Pasal 1320 KUHPerdata dan asas-asas penjanjian lainnya.
 Menurut Pasal 1320 syarat sahnya suatu perjanjian adalah :
Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil bahwa Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan
persekutuan modal, didirikarr berdasaikan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.

Kenyataan kemasyaratan dewasa ini, bukan hanya manusia saja yang oleh hukum diakui sebagai subjek hukum. Untuk memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri, kini dalam hukum juga diberikan pengakuan sebagai subjek hukum pada bukan manusia. Subjek hukum yang bukan manusia itu disebut sebagai badan hukum (legal person). Jadi, badan hukum adalah pendukung hak dan kewajiaban berdasarkan hukum yang bukan manusia, yang dapat menuntut atau dituntut subjek hukum lain di muka pengadilan. Subjek hukum hanya ada dua, yakni manusia dan badan hukum.

Rachadi Usman menyebutkan bahwa sebagai badan hukum atau  artificial person, Perseroan Terbatas mampu bertindak melakukan perbuaan hukum  melalui wakilnya. Untuk itu ada yang disebut agen yaitu orang yang mewakili peeseroan serta bertindak untuk dan atas nama perseroan, karena itu perseroa juga merupakan subjek hukum mandiri atau  personastandi in judicio, dapat mempunyai hak dan kewajiban dalam hubungan hukum sama seperti manusia biasa atau natural person atau  naturlijke persoon,  dapat menggugat atapun digugat, bias membuat keputusan dan bias mempunyak hak dan kewajiban, utang piutang, mempunyai kekayaan seperti layaknya manusia.
 

Berkenaan dengan permohonan pengesahan badan hukum Perseroan, ditegaskan bahwa permohonan tersebut merupakan wewenang pendiri bersama-sama yang dapat dilaksanakan sendiri atau dikuasakan kepada notaris. Akta pendirian Perseroan yang telah disahkan dan akta perubahan anggaran dasar yang telah disetujui dan/atau diberitahukan kepada Menteri dicatat dalam daftar Perseroan dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Menteri. Dalam hal pemberian status badan hukum, persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar, dan perubahan data lainnya, Undang-Undang ini tidak dikaitkan dengan Undang-Undang tentang Wajib Daftar Perusahaan.

Menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa:

a. Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia;
b. Setiap pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan;
c. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam rangka peleburan;
d. Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan;
e. Setelah perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain;
f. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian perseroan dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, Pengadilan Negeri dapat membubarkan Perseroan tersebut; 
g. Ketentuan yang mewajibkan perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ketentuan pada ayat (5) serta ayat (6) tidak berlaku bagi :

1) Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara;
2) Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal.

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa akta pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian perseroan. Keterangan lain tersebut memuat sekurang-kurangnya :

a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal dan kewarganegaraan pendiri perseorangan atau nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap serta nomor dan tanggal Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum dari pendiri perseroan;
b. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan anggota direksi dan dewan komisaris yang pertama kali diangkat;
c. Nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan atau disetor.

Perseroan Terbatas mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: 

a. Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan;
b. Pemegang saham tidak bertanggung jawab atas kerugian persero melebihi nilai saham yang telah diambilnya, dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya. 
Perseroan Terbatas merupakan badan hukum mandiri yang mempunyai karakteristik sebagai berikut: 

a. Sebagai asosiasi modal; 

b. Kekayaan dan utang Perseroan adalah terpisah dari kekayaan dan utang pemegang saham; 

c. Tanggung jawab pemegang saham adalah terbatas pada nilai saham yang disetorkan; 

d. Adanya pemisahan fungsi antara pemegang saham dan pengurus/direksi;

e. Mempunyai komisaris yang berfungsi sebagai pengawas; 

f. Kekuasaan tertinggi pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). 

2. Organ Perseroan Terbatas
Perseroan Terbatas mempunyai alat yang disebut organ perseroan, gunanya untuk menggerakkan perseroan agar badan hukum dapat berjalan sesuai dengan tujuannya. Organ Perseroan Terbatas terdiri dari tiga macam yaitu:

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
RUPS merupakan tempat berkumpulnya atau forum para pemegang saham untuk membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan Perseroan Terbatas. RUPS merupakan organ perseroan terbatas yang kedudukannya sebagai organ yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroan Terbatas, sehingga sangat penting kehadiran dan kedudukannya sehingga penyelenggaraan RUPS merupakan suatu keharusan dan wajib dilakukan.

RUPS sebagai organ yang memiliki peran yang luas dalam Perseroan Terbatas sebagai pembuat kebijakan atau keputusan yang dapat memutuskan jalan atau bubarnya suatu perseroan dan yang dapat mengangkat atau memberhentikan organ lainnya (direksi dan/atau komisaris), serta yang dapat meminta pertanggung jawaban organ lain (direksi dan/atau komisaris).

2. Direksi

Salah satu organ yang cukup penting dalam menjalankan kegiatan Perseroan Terbatas adalah direksi, disebut cukup penting karena direksilah yang mengendalikan perusahaan dalam kegiatan sehari-hari. Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Peran direksi  terhadap perseroan begitu besar sebab yang membuat perseroan tetap eksis, berkembang dan menjadi perusahaan besar bkanlah RUPS yang tercermin dalam keputusannya atau komisaris yang bertugas sebagai  pengawas melainkan direksi.

Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Ketentuan dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyebutkan pada prinsipnya direksi mempunyai 2 (dua) fungsi utama, yaitu : 

a. Fungsi manajemen, dalam arti direksi melakukan tugas untuk memimpin dan menjalankan perusahaan.

b. Fungsi representatif atau perwakilan, dalam arti direksi mewakili perusahaan di dalam dan di luar pengadilan.
Kewenangan yang luas direksi karena kedudukannya sebagai organ yang dipercaya untuk mengelola perseroan tersebut harus diawasi dengan pranata-pranata yang mengawasi agar direksi tersebut tidak melakukan perbuatan yang merugikan perseroan secara keseluruhan, prana tersebut berupa: 

a. Duty of loyality good faith, yakni, Direksi harus bertindak untuk kepentingan perseroan dan dengan itikad baik. 

b. Duty of Care and skill, yakni, Direksi adalah agen perseroan dalam mencapai kepentingan dan tujuan perseroan.

Duty of loyality good faith dan duty of care and skill inilah dalam sistem Common law dikenal dengan istilah fiduciary duty yaitu kewajiban-kewajiban yang timbul karena direksi merupakan organ yang dipercaya penuh mengelola perseroan dan dalam menjalankan tugas fiduciary duties, seorang direksi harus melakukan tugasnya sebagai berikut : 

a. Dilakukan dengan itikad baik; 

b. Dilakukan dengan proper purposes; 

c. Dilakukan dengan kebebasan yang tidak bertanggung jawab (unfettered discretion); 

d. Tidak memiliki benturan kepentingan (conflict of duty and Intertest).
Dengan demikian itikad baik pada direksi mengandung suatu kewajiban bagi direksi untuk senantiasa mengutamakan kepentingan perseroan semata-mata, serta tidak memanfaatkan kedudukannya yang strategis tersebut untuk memperoleh manfaat, baik secara langsung maupun tidak langsung, dari perseroan secara tidak adil, serta menghindari benturan kepentingan antara kepentingan pribadi direksi dengan kepentingan perseroan.

Secara teoritis prinsip pengelolaan yakni :

a. Prinsip kolegial, menurut prinsip ini kedudukan para direktur sama tingginya sehingga tidak ada yang menjadi Presiden Direktur (presdir), perbedaannya hanya terletak pada tugas, wewenang, dan tanggung jawab.
b. Prinsip direktorat, menurut prinsip ini, seorang direktur menjadi presiden direktur atau direktur utama , sedangkan direktur lainnya berada dibawahnya dan bertanggung jawab kepadanya.
Seorang menjadi anggota direksi harus memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum, kecakapan tersebut tidak hanya cakap sebagai subjek hukum, namun cakap dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai pengurus perseroan. Sesuai dengan perkembangan diperlukan kemampuan bagi orang-orang yang menjadi pengurus perseroan terbatas, sebagai contoh bahwa perseroan yang mengalami kerugian karena ketidakmampuan ataupun ketidakcakapan pengurusnya, maka para pengurus tersebut harus bertanggung jawab penuh sampai kepada harta pribadinya.
 Bentuk-bentuk pelanggaran profesional tersebut, diantaranya:

a. Baik sengaja atau tidak, melakukan pelanggaran atas tugas yang diberikan (breach of duty); 
b. Baik sengaja atau tidak, melalaikan tugas yang seharusnya dijalankan (omission of duty ); 
c. Baik sengaja atau tidak, memberikan pernyataan yang salah (misstatement); 

d. Baik sengaja atau tidak, memberikan pernyataan yang menyesatkan (misleading statement); 
e. Baik sengaja atau tidak, melakukan penyalahgunaan kewenangan atau kekuasaan sebagai direksi; 

f. Baik sengaja atau tidak, tidak memenuhi janji yang telah diberikan (breach of warranty or Authority commitment.
Adapun untuk dapat diangkatnya seseorang menjadi direksi, Pasal 93 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyebutkan syaratnya yakni:, yang dapat diangkat menjadi anggota direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah: 

a. Dinyatakan pailit; 

b. Menjadi anggota direksi atau anggota dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit.

c. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau berkaitan dengan sektor keuangan

3. Komisaris

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dengan tegas menyebutkan Komisaris sebagai salah satu organ perseroan yang bertugas untuk melakukan pengawasan secara umum dan khusus serta memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan perseroan.
 Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyatakan : Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus serta memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan perseroan. Dengan demikian, komisaris berfungsi sebagai pengawas dan penasihat direksi, sehingga keberadaannya merupakan suatu keharusan. 

Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. Komisaris atau sering jaga disebut dewan komisaris (Raad van Commissarissen, bld; Board of Commissioner/Board of Supervisory Directors, Ing;).
 Pada awalnya lembaga komisaris diciptakan untuk mewakili kepentingan pemegang saham dalam kegiatan sehari-hari, tetapi dewasa ini telah terjadi pergeseran konsep yakni, tidak lagi mewakili kepentingan pemegang saham, tetapi mandiri dalam arti kata memang merupakan organ yang diakui dalam suatu badan usaha.
Komisaris sebagai pengawas dan penasehat direksi, menurut Pasal 108 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, selain berwenang memberhentikan sementara anggota direksi, juga berwenang memberikan persetujuan atau bantuan kepada direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu dan berwenang pula melakukan tindakan pengurusan perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu menggantikan direksi yang berhalangan tersebut.

Komisaris dalam menjalankan tugas berkewajiban :

a. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai rencana kerja dan anggaran perusahaan yang diusulkan direksi; 

b. Mengikuti perkembangan kegiatan persero, memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan persero; 

c. Melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala menurunnya kinerja persero; 

d. Memberikan nasihat kepada direksi dalam melaksanakan kepengurusan persero; 

e. Melakukan tugas pengawasan lain yang ditetapkan dalam anggaran dasar persero.

Sebagai badan hukum, Perseroan Terbatas harus memiliki maksud dan tujuan serta kegiatan perseroan yang dicantumkan dalam anggaran dasar. Perseroan Terbatas harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan atau kesusilaan, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang tidak mencantumkan dengan jelas dan tegas apa maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya, dianggap cacat hukum sehingga keberadaannya tidak valid.

Perseroan Terbatas harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha harus dicantumkan dalam anggaran dasar perseroan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maksud dan tujuan merupakan usaha pokok perseroan.

Kegiatan usaha merupakan kegiatan yang dijalakan oleh perseroan dalam rangka mencapai maksud dan tujuannya yang harus dirinci secara jelas dalam anggaran dasar dan rincian tersebut tidak boleh bertentangan  dengan anggaran dasar. Maksud dan tujuan perseroan yang dicantumkan dalam anggaran dasar memiliki dua aspek yaitu:

1. Maksud dan tujuan ini merupakan sumber kewenangan bertindak bagi perseroan;

2. Menjadi pembatasan dari ruang lingkup kewenangan bertindak perseroan yang bersangkutan selain dibatasi oleh peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.

Suatu perbuatan hukum berada di luar maksud dan tujuan perseroan apabila terpenuhi salah satu atau lebih kritera di bawah ini:

1. Perbuatan hukum yang bersangkutan secara tegas dilarang oleh anggaran dasar;

2. Dengan memperhatikan keadaan-keadaan khusus, perbuatan hukum yang bersangkutan tidak dapat dikatakan akan menunjang kegiatan-kegiatan yang disebut dalam anggaran dasar;

3. Dengan memperhatikan keadaan-keadaan khusus, perbuatan hukum yang bersangkutan tidak dapat diartikan sebagai tertuju kepada kepentingan perseroan.

Mendirikan Perseroan Terbatas, maka harus dipenuhi syarat-syarat sahnya pendirian suatu perseroan terbatas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Pendirian perseroan dinyatakan dihadapan Notaris dalam bentuk akta pendirian perseroan yang memuat sekaligus Anggaran Dasar yang telah disepakati yang dibuat Notaris dalam bahasa Indonesia. 

Sejak ditandatanganinya akta pendirian perseroan oleh para pendiri maka perseroan telah berdiri, dan hubungan antara para pihak adalah hubungan kontraktual karena perseroan belum memperoleh status badan hukum. Status badan hukum perseroan diperoleh setelah akta pendiriannya disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI. Berarti setelah diperolehnya status badan hukum, perseroan adalah badan yang mandiri dan hubungan antara pendiri tidak lagi merupakan hubungan kontraktual dan pendiri sebagai pemegang saham perseroan tidak bertanggungjawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah diambilnya. 

Perseroan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian disahkan oleh Menteri. Untuk memperoleh pengesahan, para pendiri bersama-sama atau kuasanya mengajukan permohonan tertulis dengan melampirkan akta pendirian perseroan. Pengesahan diberikan oleh Menteri dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak permohonan yang diajukan telah memenuhi syarat dan kelengkapan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setelah permohonan diterima atau dalam hal permohonan ditolak dalam jangka waktu yang sama harus diberitahukan kepada pemohon dengan disertai alasannya.

Akta pendirian selain memuat anggaran dasar yang telah diperjanjikan harus dimuat pula keterangan mengenai: 

1. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal dan kewarganegaraan pendiri. 

2. Susunan, nama lengkap, tempat tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal dan kewarganegaraan anggota Direksi dan Komisaris yang pertama kali diangkat.

3. Pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham dan nilai nominal atau nilai yang diperjanjikan dari saham yang ditempatkan dan disetor pada saat pendirian. 

Prosedur dan ketentuan pendaftaran perusahaan bagi PT berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas adalah : 

1. Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. 

2. Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan. 

3. Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan. 

4. Setelah Perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain. 

5. Akta pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian Perseroan. 
B. Gambaran Umum Tentang Notaris

1. Pengertian Notaris

Menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang diselenggarakan melalui jabatan tertentu. Notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum.

Lembaga Notariat berdiri di Indonesia sejak pada tahun 1860, sehingga lembaga Notariat bukan lembaga yang baru di kalangan masyarakat Indonesia. Notaris berasal dari perkataan notaris, ialah nama yang pada zaman Romawi, diberikan kepada orang-orang yang menjalankan pekerjaan menulis. Notarius lambat laun mempunyai arti berbeda dengan semula, sehingga kira-kira pada abad kedua sesudah Masehi yang disebut dengan nama itu ialah mereka yang mengadakan pencatatan dengan tulisan cepat.

Notaris adalah penjabat umum, khusus (satu-satunya yang) berwenang untuk membuat akta-akta otentik tentang semua tindakan-tindakan, perjanjian-perjanjian dan keputusan-keputusan yang diharuskan oleh perundang-undangan umum untukk dikehendaki oleh yang berkepentingan bahwa hal itu dinyatakan dalam surat otentik, menjamin tanggalnya, menyimpan akta-akta dan mengeluarkan grosse  (salinan sahih), salinan-salinan (turunan-turunan) dan kutipan-kutipannya, semuanya itu apabila pembuatan akta-akta demikian itu, karena perundang-undangan umum, tidak pula diwajibkan atau dikhususkan kepada penjabat-penjabat atau orang-orang lain.

Berdasarkan sejarah, notaris adalah seorang pejabat negara/pejabat umum yang dapat diangkat oleh negara untuk melakukan tugas-tugas negara dalam pelayanan hukum kepada masyarakat demi tercapainya kepastian hukum sebagai pejabat pembuat akta otentik dalam hal keperdataan. Pengertian Notaris dapat dilihat dalam peraturan perundangundangan tersendiri, yakni dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) yang menyatakan bahwa "Notaris adalah pejabat umum yang bcrwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang ini." 

Notaris merupakan pejabat umum yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, namun Notaris bukanlah Pegawai Negeri menurut undang-undang atau peraturan kepegawaian. Notaris tidak menerima gaji dan memperoleh pensiun, hanya menerima honorarium dari kliennya.

Pasal 36 UUJN diatur secara jelas mengenai besarnya honorarium yang diperoleh oleh notaris dalam menjalankan tugasnya. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN tersebut. Notaris diberi wewenang serta mempunyai kewajiban untuk melayani publik, oleh karena itu notaris ikut melaksanakan kewibawaan dari pemerintah. 

Notaris merupakan suatu profesi hukum yang sangat penting dalam sistem hukum, mengingat notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat suatu akta otentik. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa notaris adalah salah satu pilar penegakan hukum di Indonesia.

Lembaga notariat merupakan suatu lembaga yang ada di seluruh dunia, yang pada tanggal 21 Mei sampai dengan 27 Mei 1989 mengadakan kongresnya yang ke-19 di Amsterdam Belanda. Meskipun lembaga notariat berada di seluruh dunia, tetapi ada perbedaan antara lembaga notariat yang satu dengan Iembaga notariat yang lain, karena lembaga notariat yang menganut civil law sistem akan berbeda-beda dengan lembaga notariat dari kelompok yang mengikuti common law sistem. Begitu pula negara-negara yang tergabung dalam negara komunis, Asia dan Afrika. 
Kelompok negara yang menganut civil law sistem adalah negara-negara Eropa seperti Belanda, Prancis, Luxemburg, Jerman, Austria, Swis, Skandanavia, Italia, Yunani, Spanyol, dan juga negara-negara bekas jajahan mereka. Untuk kelompok yang termasuk dalam negara yang menganut common law, misalnya Inggris, Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan Afrika Selatan, sedangkan kelompok negara komunis, yaitu Rusia, Jerman Timur, Bulgaria, Hongaria, Polandia, dan Yugoslavia. Untuk kelompok notariat negara-negara Asia dan Afrika, yaitu Turki, Israel, Mesir, Irak, Jepang, Cina, Ethiopia, Liberia, Sri Lanka, India, dan Korea Selatan.

Menurut Abdul Ghofur Anshori, bentuk lembaga notariat ini dapat dibagi dalam dua kelompok utama, yaitu:

a. Notariat fonctionnel, dalam mana wewenang-wewenang pemerintah didelegasikan (gedelegeerd) dan demikian diduga mempunyai kebenaran isinya, mempunyai kekuatan bukti formal dan mempunyai daya/kekuatan eksekusi. Di negara-negara yang menganut macam notariat fonctionnel ini terdapat pemisahan keras antara wettelijk dan niet wettelijke werkzaamheden, yaitu pekerjaan-pekerjaan yang berdasarkan undang-undang/hukum dan yang tidak/bukan dalam notariat.

b. Notariat professionnel, dalam kelompok ini, walaupun pemerintah mengatur tentang organisasinya, tetapi akta-akta notaris itu tidak mempunyai akibat-akibat khusus tentang kebenaran, kekuatan bukti, demikian pula kekuatan eksekutorialnya. Teori Izenis ini didasarkan pada pemikiran bahwa notariat itu merupakan bagian atau erat sekali hubungannya dengan kekuasaan kehakiman/pengadilan (rechtelijke macht), sebagaimana terdapat di Prancis dan Negeri Belanda.

Notaris dalam menjalankan profesinya yaitu memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang diundangkan tanggal 6 Oktober 2004 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117. Dengan berlakunya undang-undang ini, maka Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesia/Peraturan Jabatan Notaris Di Indonesia (Stb. 1860 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan pertama bagi para notaris Indonesia tertanggal 16 juni 1635, yang mana pada saat itu peraturan tersebut masih bersifat instruksi atau petunjuk syarat jabatan, yang isinya antara lain memuat hal-hal sebagai berikut :

a. Bahwa para notaris paling sedikit harus memiliki pengetahuan tentang hukum dari negeri-negeri dibawah kekuasaan Belanda.

b. Bahwa para notaris harus diuji terlebih dahulu.

c. Bahwa para notaris harus memberi jaminan agar ia tidak akan melakukan kesalahan dan kealpaan.

d. Bahwa para notaris harus membuat protokol dan daftar yang setiap waktu diperlihatkan kepada ketua pengadilan dikota yang bersangkutan.

e. Bahwa tanpa pilih bulu para notaris harus menjalankan jabatannya dengan sebaik-baiknya dan bila perlu melayani fakir miskin secara gratis dan prodeo.
f. Bahwa para notaris tidak akan melakukan atau menerima pemalsuan seperti barang, uang dan lain sebagainya.

g. Bahwa para notaris akan memegang rahasia jabatan mereka.

h. Bahwa para notaris tidak akan membuat akta untuk kepentingan atau yang menyangkut pribadinya.

i. Bahwa para notaris tidak akan mengeluarkan salinan akta selain kepada yang berkepentingan.

j. Bahwa para notaris harus diambil sumpahnya terlebih dahulu sebelum menjalankan jabatannya. 

Syarat untuk dapat diangkat menjadi notaris menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yaitu:
a. Warga negara Indonesia

b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

c. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun.
d. Sehat jasmani dan rohani.
e. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan.
f. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan notaris dalam waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi organisasi notaris setelah lulus strata dua kenotariatan.
g. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap oleh jabatan notaris.

2. Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta.

Pengertian tanggungjawab dalam Kamus Umum Bahasa Besar Indonesia adalah keadaan dimana wajib menanggung segala sesuatu, sehingga berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya. Adapun tanggungjawab secara definisi merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak di sengaja. Tanggungjawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban.

Tanggungjawab bersifat kodrati, yang artinya tanggungjawab itu sudah menjadi bagian kehidupan manusia bahwa setiap manusia dan yang pasti masing-masing orang akan memikul suatu tanggungjawabnya sendiri-sendiri. Apabila seseorang tidak mau bertanggungjawab, maka tentu ada pihak lain yang memaksa untuk tindakan tanggungjawab tersebut. Tanggungjawab adalah ciri manusia beradab (berbudaya).

Manusia merasa bertanggungjawab karena ia menyadari akibat baik atau buruk perbuatannya itu, dan menyadari pula bahwa pihak lain memerlukan pengabdian atau pengorbanannya. Untuk memperoleh atau meningkatkan kesadaran bertanggungjawab perlu ditempuh usaha melalui pendidikan, penyuluhan, keteladanan dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Notaris dalam hal melaksanakan tugasnya mempunyai tanggungjawab terhadap jabatannya dan memiliki keharusan untuk bertanggungjawab kepada kliennya dan bertanggungjawab atas semua tindakannya. 

Menurut Sudarsono tanggungjawab yaitu keharusan kepada seseorang untuk melaksanakan secara selayaknya apa yang telah diwajibkan kepadanya. Tanggungjawab dipikul oleh pirbadi yang mampu bertindak secara moral. Obyek tanggungjawab adalah tindakan yang sungguh-sungguh manusiawi bertolak dari bagian manusia yang bertindak melalui kehendak bebas

Tanggungjawab merupakan salah satu etika yang harus ditaati bagi orang yang mempunyai profesi tertentu. Bertanggungjawab bagi seseorang yang memiliki profesi tertentu, dapat dirumuskan antara lain:

a. Bertanggungjawab terhadap dunia profesi yang dimilikinya dan mentaati kode etik yang berlaku dalam profesi yang bersangkutan 

b. Bertanggungjawab atas pekerjaan yang dilakukannya sesuai dengan tuntunan pengabdian profesinya

c. Bertanggungjawab atas hasil profesi yang dilaksanakannya 

d. Bertanggungjawab terhadap diri sendiri, terhadap masyarakat dan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

e. Dalam keadaan apapun berani mengambil resiko untuk menegakkan kebenaran yang berhubungan dengan profesinya, secara bertanggungjawab dia harus berani berucap, bertindak dan berani mengemukakan sesuatu yang sesuai dengan kebenaran tuntutan profesi yang diyakininya.

f. Secara sadar selalu berusahan untuk meningkatkan kualitas yang berhubungan dengan tuntutan profesinya, sesuai dengan dinamika dan tuntutan zaman serta keadaan yang semakin berkembang pada tiap saat.

g. Dalam keadaan tertentu, bila diperlukan harus bersedia memberikan laporan pertanggungjawaban kepada pihak manapun tentang segala hal yang pernah dilaksanakan sesuai dengan profesinya

Tanggungjawab notaris tidak hanya untuk diri sendiri dan rekan seprofesinya, akan tetapi terhadap klien dan masyarakat yang membutuhkan jasa-jasanya. Suatu hubungan notaris dengan klien harus berlandaskan pada :

a. Notaris memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya.

b. Notaris memberikan penyuluhan hukum untuk mencapai kesadaran hukum yang tinggi, agar anggota masyarakat menyadari hak dan kewajibannya.

c. Notaris harus memberikan pelayanan kepada anggota masyarakat yang kurang mampu.

Hal ini harus dipahami, bahwa seorang notaris dalam menjalankan jabatannya harus dilandasi oleh tanggungjawab dan moral, sehingga diharapkan notaris tersebut akan dapat menjalankan tugas jabatannya sebagaimana yang atur oleh undang-undang dan yang dituntut dari seorang notaris oleh hukum dan kepentingan masyarakat.

Notaris pada proses pembuatan akta bertanggungjawab apabila dapat dibuktikan bahwa Notaris tersebut bersalah dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Terkait dengan kesalahan Notaris, maka yang digunakan adalah beroepsfout ini merupakan istilah khusus yang ditujukan kepada kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para profesional dengan jabatan-jabatan khusus yaitu Dokter, Advokat, dan Notaris. Kesalahankesalahan tersebut dilakukan dalam menjalankan suatu jabatan.

Adapun tanggung jawab notaris itu dapat bersumber dari:

a. Hukum perdata

b. Hukum fiskal

c. Hukum pidana

d. Hukum notariat

Tanggung jawab dari yang satu pada hakekatnya tidak mengecualikan tanggung jawab dari yang lain. Bahkan sebaliknya, banyak tindakan hukum atau kelalaian yang dapat menimbulkan tuntutan perdata disebabkan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), juga dapat memberikan alasan untuk memperlakukan ketentuan pada Peraturan Jabatan Notaris atau tindakan dari segi hukum pidana.

Hal tersebut di atas juga dapat diberlakukan terhadap kesalahan  atau perbuatan melawan hukum maupun kelalaian yang dilakukan oleh seorang notaris di dalam menjalankan tugas jabatannya, khususnya di dalam pembuatan suatu akta yang isinya tidak sesuai dengan keinginan para pihak.

Notaris selain bertanggungjawab perdata seorang notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum juga dapat dikenakan tanggung jawab yang lain, apakah itu tanggung jawab pidana atau tanggung jawab yang berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh UUJN.

Tanggung jawab perdata praktis adalah yang terberat. Dikatakan demikian karena tuntutan pidana yang sifatnya berat, harus ada kesalahan yang sungguh-sungguh berat. Akan tetapi tuntutan perdata, dimana dapat menyangkut jumlah-jumlah besar, dapat terjadi disebabkan kesalahan, yang sebenarnya merupakan kesalahan yang belum begitu dapat dipertanggung jawabkan kepada notaris.

Menurut Pasal 60 UUJN, para notaris bertanggung jawab terhadap para yang bersangkutan mengenai isi akta yang dibuatnya, dalam hal-hal sebagai berikut :

a. Dalam hal, dimana itu ditetapkan secara tegas dalam Peraturan Jabatan Notaris.

b. Apabila suatu akta, karena adanya cacad dalam bentuk, hanya merupakan sebagai suatu akta yang dibuat dibawah tangan.

c. Dalam semua hal, dimana menurut pasal-pasal 1365, 1366, 1367 Kitab Undang-undang Hukum Perdata terdapat membayar kewajiban untuk membayar ganti rugi.
 

Di dalam peraturan Jabatan Notaris tentang bentuk tanggung jawab dari seorang notaris tentang bentuk tanggung jawab dari seorang notaris itu sendiri sudah ada diatur di beberapa pasal, akan tetapi bentuk tanggung jawab notaris yang berupa membayar ganti kerugian, bunga dan biaya kepada yang berkepentingan atau dalam hal ini adalah para pihak atau klien hanya diatur di dalam Pasal 18 dan Pasal 23 UUJN

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian ini adalah deskriptif  (descriptive research) yaitu suatu metode penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung pada saat ini atau saat yang lampau.
 Penelitian ini akan menggambarkan tentang tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta pemegang saham berdasarkan Undang-Undang Persertoan Terbatas.
B. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian dalam penulisan ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yaitu meneliti terhadap bahan pustaka atau bahan sekunder.49 Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.50 
C. Sumber Data 

Data dalam penelitian ini adalah data sekunder.  Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan bukan langsung dari responden. Data sekunder terdiri dari :

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
b. Bahan hukum sekunder yakni bahan bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer berupa buku-buku, majalah, brosur, hasil seminar, koran, karya ilmiah yang berhubungan dengan objek yang diteliti.

c. Bahan hukum tersier seperti kamus hukum, internet, majalah brosur dan lain-lain.

D. Teknik Pengumpulan Data

Alat  pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian Penelitian Kepustakaan (Library Research). Data diperoleh dari beberapa literatur berupa jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan dan dokumentasi lainnya seperti majalah, internet serta sumber-sumber teoritis lainnya yang berhubungan dengan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta pemegang saham berdasarkan Undang-Undang Persertoan Terbatas.

E. Analisis Data.

Data yang terkumpul tersebut akan dianalisa dengan seksama dengan menggunakan analisis kualitatif atau dijabarkan dengan kalimat. Analisis kualitatif adalah “analisa yang didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan”.

BAB IV

HASIL  PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Pengaturan Hukum Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Pemegang Saham 
Notariat timbul dari kebutuhan dalam pergaulan sesama manusia, yang menghendaki adanya alat bukti baginya mengenai hubungan hukum keperdataan yang ada dan/atau terjadi diantara mereka. Para pengabdi dari lembaga ini ditugaskan oleh kekuasaan umum (openbaar gezaag) bilamana masyarakat menghendaki atau bila undang-undang mengharuskan untuk membuat alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan otentik.

Notaris merupakan pejabat umum yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, namun Notaris bukanlah Pegawai Negeri menurut undang-undang atau peraturan kepegawaian. Oleh karenanya notaris tidak menerima gaji dan memperoleh pensiun, hanya menerima honorarium dari kliennya. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris diatur secara jelas mengenai besarnya honorarium yang diperoleh oleh notaris dalam menjalankan tugasnya yaitu :

(1) Notaris berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya;

(2) Besarnya honorarium yang diterima oleh Notaris didasarkan pada nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari setiap akta yang dibuatnya;

(3) Nilai ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan dari objek setiap akta sebagai berikut :

a. Sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau ekuivalen gram emas ketika itu, honorarium yang diterima paling besar adalah 2,5% (dua koma lima persen);

b. Di atas Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima didasarkan pada kesepakatan antara Notaris dengan para pihak, tetapi tidak melebihi 1% (satu persen) dari objek yang dibuatkan aktanya;

c. Sosiologis ditentukan berdasarkan fungsi sosial dari objek setiap akta dengan honorarium yang diterima paling besar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris tersebut. Notaris diberi wewenang serta mempunyai kewajiban untuk melayani publik, oleh karena itu notaris ikut melaksanakan kewibawaan dari pemerintah. 

Sumpah jabatan notaris juga disebutkan, seorang notaris akan menjaga sikap, tingkah laku, dan akan menjalankan kewajiban sesuai Kode Etik Profesi, kehormatan, martabat, dan tanggungjawab sebagai notaris. Dengan demikian Kode Etik Notaris sangat diperlukan bagi notaris dalam menjalankan tugas jabatannya, sehingga perlu dibuat secara tertulis untuk diketahui secara luas bagi setiap Notaris, bahkan Kode Etik Notaris menjadi salah satu bahan kelulusan untuk dapat menjadi notaris.
Tugas seorang notaris pertama sekali adalah melayani dan melakukan pengesahan terhadap buku, surat selebaran atau pamflet, surat wasiat dibawah tangan atau codicil, akta kontrak perdagangan, perjanjian kawin, surat wasiat atau Testament dan akta-akta lainnya.
 Peraturan pertama bagi para notaris Indonesia tertanggal 16 juni 1635, yang mana pada saat itu peraturan tersebut masih bersifat instruksi atau petunjuk syarat jabatan.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris bahwa notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik. Semua pejabat yang lain hanya mempunyai wewenang tertentu, artinya wewenang itu tidak melebihi dari pembuatan akta yang secara tegas ditugaskan kepada mereka oleh undang-undang.

Notaris selain membuat akta otentik, oleh undang-undang juga ditegaskan untuk membuat pendaftaran surat-surat dibawah tangan dan membuat pengesahan surat-surat dibawah tangan dan pengesahan surat-surat dibawah tangan adalah berdasarkan ketentuan Pasal 1874 a dan Pasal 1874 b KUHPerdata.

Pasal 1874 a KUHPerdata berbunyi:

Sebagai tulisan-tulisan dibawah tangan dianggap akta-akta yang ditanda tangani dibawah tangan, surat-surat, register-register, surat-surat urusan rumah tangga dan lain-lain tulisan yang dibuat tanpa perantaraan seorang pegawai umum. Dengan penanda tanganan sepucuk tulisan dibawah tangan dipersamakan suatu cap jempol, dibubuhi dengan suatu pernyataan yang bertanggal dari seorang notaris atau seorang pegawai lain yang ditunjuk oleh undang-undang dari mana ternyata bahwa ia mengenal si pembubuh cap jempol, atau bahwa orang ini telah diperkenalkan kepadanya, bahwa isinya akta telah dijelaskan kepada orang itu, dan bahwa setelah itu cap jempol tersebut dibubuhkan dihadapan pegawai tadi. Pegawai ini harus membukukan tulisan tersebut. Dengan undang-undang dapat diadakan aturan-aturan lebih lanjut tentang pernyataan dan pembukuan termaksud. 


Pasal 1874 b KUHPerdata berbunyi:

Jika pihak-pihak yang berkepentingan menghendaki, dapat juga, di luar hal yang termaksud dalam ayat kedua pasal yang lalu, pada tulisan-tulisan dibawah tangan yang ditanda tangani diberi suatu pernyataan dari seorang notaris atau oleh seorang pegawai lain yang ditunjuk oleh undang-undang, dari mana ternyata ia mengenal si penanda tangan atau bahwa orang ini telah diperkenalkan kepadanya, bahwa isinya akta telah dijelaskan kepada si penanda tangan telah dilakukan dihadapan pegawai tersebut. Dengan ini berlakulah ketentuan dalam ayat-ayat ketiga dan keempat dari pasal yang lalu.


Wewenang notaris adalah “regel” atau bersifat umum, sedang wewenang para pejabat lainnya adalah pengecualian. Wewenang dari para pejabat lainnya itu untuk membuat akta sedemikian hanya ada, apabila oleh undang-undang dinyatakan secara tegas, bahwa selain dari notaris, mereka juga turut berwenang membuatnya atau untuk pembuatan suatu akta tertentu mereka oleh undang-undang dinyatakan sebagai satu-satunya yang berwenang untuk itu.

Notaris dalam menjalankan tugas yang diembanya harus benar-benar berhati-hati dan bertanggungjawab terhadap jabatanya dalam menentukan dan mengkualifikasi akta apa yang dibutuhkan, dan tidak bisa dipungkiri terdapat berbagai kemungkinan pelanggaran yang dilakukan oleh notaris terhadap kode etik, antara lain meliputi klien tidak bertandatangan di hadapan notaris, adanya penurunan tarif, tidak membacakan akta, salah dalam memberikan tindakan hukum dan melaksanakan tugas di luar wilayah kerja.
Pengaturan hukum mengenai tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta pemegang saham mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Kode Etik Notaris. Notaris bertanggung jawab secara administratif, perdata, kode etik, dan pidana atas keotentikan akta yang dibuat, termasuk memastikan akta sesuai dengan peraturan perundang-undangan, verifikasi kesepakatan para pihak, dan memberikan penyuluhan hukum. Tanggung jawab ini meliputi aspek formal dan materiil untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum. 

Tanggung jawab utama notaris

1. Memastikan legalitas dan keabsahan: Notaris wajib memastikan akta yang dibuat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti memeriksa kesepakatan dalam akta pemegang saham (misalnya, akta pendirian PT atau akta RUPS).
2. Memverifikasi kesepakatan para pihak: Notaris harus memverifikasi kesepakatan yang dibuat oleh para pihak untuk memastikan tidak ada pelanggaran hukum.
3. Memberikan penyuluhan hukum: Notaris memiliki kewajiban untuk memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak terkait akta yang akan dibuatnya, untuk menjaga kepentingan mereka.
4. Menjaga keotentikan dan kepastian hukum: Notaris harus memperhatikan aspek lahiriah, formil, dan materiil untuk menjamin keotentikan akta dan memberikan kepastian hukum serta perlindungan bagi para pihak. 

Kewajiban terkait pembuatan akta pemegang saham

1. Notaris wajib tunduk pada UUJN dan peraturan pelaksanaannya sebagai pedoman dalam menjalankan jabatannya.
2. Notaris harus mematuhi ketentuan dalam UU No. 40 Tahun 2007, seperti kewajiban notaris dalam pembuatan akta perubahan Anggaran Dasar RUPS.
3. Notaris dapat menolak membuat akta jika menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

B. Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham 
Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta autentik. Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik.
Tanggung jawab Notaris selaku pejabat umum, menurut GHS. Lumban Tobing, Notaris harus bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya, apabila terdapat alasan-alasan sebagai berikut :

1. Di dalam hal-hal yang secara tegas ditentukan oleh Peraturan Jabatan Notaris.

2. Jika suatu akta karena tidak memenuhi syarat-syarat mengenai bentuknya (gebrek in the vorm), dibatalkan di muka pengadilan, atau dianggap hanya berlaku sebagai akta di bawah tangan. Dalam segala hal, dimana menurut ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdata mengenai tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian), Pasal 1366 KUHPerdata mengenai tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya kelalaian, dan Pasal 1367 KUHPerdata mengenai tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) terdapat kewajiban untuk membayar ganti kerugian, artinya semua hal-hal tersebut harus dilalui proses pembuktian yang seimbang.

Pada dasarnya semua perbuatan notaris mempunyai pertanggungjawaban, baik itu dalam rangka pembuatan akta pendirian perseroan terbatas maupun akta autentik terkait perjanjian kredit, hutang piutang, jual beli, sewa menyewa, pendirian yayasan, organisasi maupun lainnya notaris bertanggung jawab baik secara perdata, pidana, maupun secara administratif.

Notaris dalam menjalankan jabatannya apabila melakukan pelanggaran berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, maka Notaris harus bertanggungjawab dengan cara dikenakan sanksi atau dijatuhi sanksi berupa sanksi perdata, sanksi administrasi, sanksi pidana, kode etik jabatan Notaris atau kombinasi sanksi. Dengan demikian Notaris harus bertanggungjawab terhadap akta yang telah dibuatnya. 

Notaris bertanggungjawab sendiri atas akta yang dibuatnya, sehingga notaris juga dapat dituntut secara perdata menurut Pasal 1365 KUHPerdata yang bunyinya, “tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati mewajibkan setiap orang dalam memenuhi kepentingannya memperhatikan kepentingan orang lain. Notaris dalam melaksanakan kepentingan tersebut haruslah memperhatikan norma-norma kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati, sehingga tindakannya tidak boleh membahayakan atau merugikan orang lain. Kerugian yang diderita para pihak adalah akibat dari perbuatan notaris tersebut, sehingga dapat dikatakan bahwa perbuatan notaris yang bersangkutan melanggar hukum. Secara normal, perbuatan notaris yang mengakibatkan timbulnya kerugian, karena notaris dianggap mengetahui atau seharusnya mengetahui keadaan dan regulasi akta yang dibuatnya.

Notaris dalam menjalankan jabatannya mempunyai tanggungjawab moral terhadap profesinya. Menurut Paul F. Camanisch menyatakan bahwa profesi adalah suatu masyarakat moral (moral community) yang memiliki cita-cita dan nilai-nilai bersama. Kelompok profesi memiliki acuan yang disebut Kode Etik Profesi. Pelanggaran terhadap jabatan notaris pada akhirnya akan menimbulkan pertanggungjawaban bagi pengemban profesi, baik itu bertanggungjawab secara administrasi maupun mengganti kerugian secara perdata, lebih jauh lagi notaris dapat bertanggungjawab secara pidana apabila seorang notaris melanggar KUHP dalam melaksanakan tugas dan jabatannya.

Menurut ketentuan bahwa tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta secara subtantif, yaitu:

1. Tanggung Jawab Notaris secara Perdata

Sanksi merupakan bentuk pertanggungjawaban Notaris. Sanksi merupakan tindakan hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau mentaati ketentuan undang-undang. Tanggung jawab perdata atas akta yang dibuat oleh Notaris dalam hal ini adalah tanggung jawab terhadap kebenaran materiil akta, maka dikenakan sanksi keperdataan terhadap kesalahan yang terjadi dalam konstruksi perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum dalam hal ini dalam sifat aktif maupun pasif.

Pertanggungjawaban perdata sangat erat kaitannya dengan perbuatan melawan hukum dan pengganti kerugian akibat perbuatan yang telah dilakukan seseorang. Selain KUHPerdata, pertanggungjawaban perdata lainnya diatur di dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang menyebutkan tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, atau Pasal 52 yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

Sanksi dalam lapangan hukum keperdataan merupakan bentuk pertanggungjawaban Notaris. Sanksi merupakan tindakan hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau mentaati ketentuan undang-undang. Sanksi yang ditujukan kepada Notaris merupakan sebagai penyadaran, bahwa Notaris dalam melakukann tugas jabatannya telah melanggar ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan tugas jabatan Notaris sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan untuk mengembalikan tindakan Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya untuk tertib sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Tanggung jawab perdata atas akta yang dibuat oleh Notaris dalam hal ini adalah tanggung jawab terhadap kebenaran materiil akta, maka dikenakan sanksi keperdataan terhadap kesalahan yang terjadi dalam konstruksi perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum dalam hal ini dalam sifat aktif maupun pasif. 

Sebagai bentuk pertanggungjawaban Notaris dalam lapangan hokum keperdataan, maka dikenakan sanksi berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga sebagai akibat yang akan diterima Notaris dari gugatan para penghadap apabila akta bersangkutan hanya mempunyai pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau akta batal demi hukum.

Penggantian biaya, ganti rugi atau bunga dapat digugat terhadap Notaris harus dengan mendasarkan pada suatu hubungan hukum antara Notaris dengan para pihak yang menghadap Notaris. Apabila ada pihak yang merasa dirugikan sebagai akibat langsung dari suatu akta notaris, maka yang bersangkutan dapat menuntut secara perdata terhadap notaris. Dalam hal gugatan karena perbuatan melawan hukum, maka Pasal 1365 KUHPerdata yang berlaku. Pasal 1365 KUHPerdata membuka kemungkinan pengajuan berbagai gugatan yaitu: gugatan ganti rugi, pernyataan sebagai hukum, perintah atau larangan hakim. Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol notaris. Tanggung jawab notaris saat menjabat terkait pula dengan penyimpanan seluruh protokol yang dimilikinya.

2. Tanggung Jawab Notaris secara Pidana
Tanggung jawab Notaris atas akta yang dibuatnya dalam hal pidana, tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, namun tanggung jawab Notaris secara pidana dikenakan apabila Notaris melakukan perbuatan pidana yang terdapat dalam KUHPidana, dengan catatan bahwa pemidanaan terhadap Notaris tersebut dapat dilakukan dengan batasan yaitu:

a. Ada tindakan hukum dari Notaris terhadap aspek lahiriah, formal dan materiil akta yang disengaja, penuh kesadaran dan keinsyafan, serta direncanakan bahwa akta yang akan dibuat dihadapan Notaris atau oleh Notaris bersama- sama atau sepakat para penghadap dijadikan dasar untuk melakukan suatu tindak pidana;

b. Ada tindakan hukum dari Notaris dalam membuat akta dihadapan atau oleh Notaris yang apabila diukur berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

c. Tindakan Notaris tersebut juga tidak sesuai menurut instansi yang berwenang untuk menilai tindakan suatu Notaris, dalam hal ini Majelis Pengawas Notaris.

Penjatuhan sanksi pidana terhadap Notaris dapat dilakukan sepanjang batasanbatasan yang dilanggar sebagaimana yang telah tersebut, artinya di samping memenuhi rumusan pelanggaran tersebut dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Jabatan Notaris juga harus memenuhi rumusan yang tersebut dalam KUHPidana. Pertanggungjawaban secara pidana terhadap Notaris yang melanggar hukum, dapat dikenakan sanksi yang dimaksud dalam Pasal 263 Jo 264 ayat (1) KUHPidana dimana ancaman pidana yang berat berupa pidana kurungan atau pidana 8 (delapan) tahun penjara.

3. Tanggung jawab Notaris secara Administratif

Selain tanggung jawab keperdataan yang dijatuhkan kepada Notaris yang telah melakukan pelanggaran hukum, terhadap Notaris juga dapat dijatuhkan tanggung jawab dengan pengenaan sanksi secara administrasi.  Pertanggungjawaban notaris secara administrasi dapat dilihat pada Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris yang mengatakan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 16 ayat (1) huruf a, Pasal 16 ayat (1), huruf b, Pasal 16 ayat (1) huruf c, Pasal 16 ayat (1) huruf d, Pasal 16 ayat (1) huruf e, Pasal 16 ayat (1) huruf f, Pasal 16 ayat (1) huruf g, Pasal 16 ayat (1) huruf h, Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf j, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 58, Pasal 59, dan/atau Pasal 63, dapat dikenai sanksi berupa:

a. Teguran lisan;

b. Teguran tulisan;

c. Pemberhentian sementara;

d. Pemberhentian dengan hormat; 

e. Pemberhentian tidak hormat.

Tanggung jawab Administratif dikenakan kepada notaris apabila terbukti melanggar ketentuan pasal-pasal sebagai berikut:

a. Melanggar ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengambilan sumpah/ janji jabatan, Notaris, yang bersangkutan wajib tidak:

1) Menjalankan jabatannya dengan nyata.

2) Menyampaikan berita acara sumpah/janji jabatan Notaris kepada Menteri, Organisasi Notaris, Majelis Pengawas Daerah.

3) Menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan dan paraf, serta teraan cap/ stempel jabatan Notaris berwarna merah kepada menteri, pejabat lain yang bertanggung jawab di bidang pertanahan, organisasi notaris, ketua pengadilan negeri, majelis pengawas daerah, serta bupati atau walikota ditempat notaris diangkat

b. Melanggar larangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yaitu: Notaris dilarang:

1) Melanggar jabatan di luar wilayah jabatannya.

2) Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh ) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah.

3) Merangkap sebagai pegawai negeri

4) Merangkap jabatan sebagai pejabat Negara

5) Merangkap jabatan sebagai advokat

6) Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta.

7) Merangkap jabatan sebagai pejabat pembuat akta tanah dan/atau pejabat lelang kelas II di luar tempat jabatan Notaris.
8) Menjadi notaris pengganti.
c. Melanggar pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan notaris.

d. Melanggar ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yaitu notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk persekutuan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian dan ketidakberpihakan dalam menjalankan jabatannya.

e. Melanggar ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yaitu mengajukan permohonan cuti, tidak memenuhi syarat bahwa cuti harus diajukan secara tertulis disertai dengan penunjukan notaris pengganti, dan permohonan diajukan kepada:

1) Majelis Pengawas Daerah, apabila jangka waktu cuti tidak lebih dari enam bulan.

2) Majelis Pengawas Wilayah, apabila jangka waktu cuti lebih dari enam bulan sampai dengan satu tahun.

3) Majelis Pengawas Pusat, apabila jangka waktu cuti lebih dari satu tahun

f. Melanggar ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yaitu Notaris yang menjalankan cuti tidak menyerahkan protokol notaris kepada notaris pengganti, dan notaris pengganti menyerahkan kembali protokol kepada notaris setelah cuti berakhir, serah terima terhadap hal tersebut dibuatkan berita acara dan disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah.

g. Melanggar ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yaitu notaris memberikan, memperlihatkan atau memberitahukan isi akta, grosse akta, Salinan akta atau kutipan akta, kepada orang yang tidak berkepentingan langsung pada akta, ahli waris atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

h. Melanggar ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yaitu notaris memberikan, memperlihatkan atau memberitahukan isi akta, grosse akta, Salinan akta atau kutipan akta, kepada orang yang tidak berkepentingan langsung pada akta, ahli waris atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

i. Melanggar ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Notaris tidak membuat daftar klapper untuk daftar akta dan daftar surat di bawah tangan yang disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris disusun menurut abjad dan dikerjakan setiap bulan.

Sanksi-sanksi tersebut secara berjenjang mulai dari teguran lisan sampai dengan pemberhentian tidak hormat. Pasal 65A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dengan menempatkan teguran lisan pada urutan pertama dalam pemberian sanksi, merupakan suatu peringatan kepada Notaris dari Majelis Pengawas yang jika tidak dipenuhi ditindaklanjuti dengan sanksi teguran tertulis. Apabila sanksi seperti ini tidak dipatuhi juga oleh Notaris yang bersangkutan, maka dapat dijatuhi sanksi yang berikutnya secara berjenjang.

Penempatan sanksi berupa teguran lisan dan teguran tertulis sebagai awal untuk menjatuhkan sanksi yang selanjutnya bukan termasuk sanksi administratif. Dalam sanksi administratif berupa paksaan pemerintah, sebelum dijatuhkan sanksi harus didahului dengan teguran lisan dan teguran tertulis, hal ini dimasukkan sebagai prosedur paksaan nyata.

Pelaksanaan teguran lisan dan tertulis bertujuan untuk menguji ketepatan dan kecermatan antara teguran lisan dan tertulis dengan pelanggaran yang dilakukan berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Selanjutnya, kedudukan sanksi berupa pemberhentian sementara dari jabatan Notaris atau skorsing merupakan masa menunggu pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah.
 Sanksi seperti ini dimaksudkan agar Notaris tidak melaksanakan tugas jabatannya untuk sementara waktu dan Notaris yang bersangkutan tidak dapat membuat akta apapun.

Hal ini perlu dibatasi dengan alasan untuk menunggu hasil pemeriksaan Majelis Pengawas. Untuk memberikan kepastian, maka pemberhentian sementara tersebut harus ditentukan lama waktunya, sehingga nasib notaris tidak digantung oleh keputusan pemberhentian sementara tersebut.
 Sanksi pemberhentian sementara dari jabatan Notaris merupakan sanksi paksaan nyata, sedangkan sanksi yang berupa pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian tidak hormat termasuk ke dalam jenis sanksi pencabutan keputusan yang menguntungkan.

4. Tanggung Jawab Notaris berdasarkan Kode Etik Notaris

Kode Etik adalah suatu tuntutan, bimbingan atau pedoman moral atau kesusilaan untuk suatu profesi tertentu. Dengan kata lain Kode Etik Notaris adalah tuntutan, bimbingan atau pedoman moral/kesusilaan Notaris baik selaku pribadi maupun pejabat umum yang diangkat pemerintah dalam rangka pemberian pelayanan umum, khususnya dalam bidang pembuatan akta. Kode Etik ini umumnya memberikan petunjuk kepada para anggotanya untuk berpraktek dalam profesi, khususnya menyangkut bidang-bidang sebagai berikut:

a. Hubungan antara klien dan tenaga ahli dalam profesi.

b. Pengukuran dan standar evaluasi yang dipakai dalam profesi;

c. Penelitian dan publikasi/penertiban profesi;

d. Konsultasi dari praktek pribadi;

e. Tingkat kemampuan/kompensasi yang umum;

f. Administrasi personalia;

g. Standar-standar untuk pelatihan.

Terdapat hubungan antara kode etik notaris dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, sebagaimana terdapat dalam Pasal 4 mengenai sumpah jabatan. Sebelum menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbunyi sebagai berikut:

“Bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya. Bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak. Bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris. Bahwa saya akanmerahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya. Bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apa pun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun".

Notaris mengenai sumpahnya berjanji untuk menjaga sikap, tingkah lakunya dan akan menjalankan kewajibannya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan martabat dan tanggung jawabnya sebagai Notaris. Adanya hubungan antara kode etik notaris dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris memberikan arti terhadap esensi profesi Notaris itu sendiri. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan kode etik Notaris menghendaki agar Notaris mendapat acuan dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum, selain harus tunduk kepada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris juga harus taat pada kode etik profesi serta harus bertanggung jawab terhadap masyarakat yang dilayani. Dengan adanya hubungan ini, maka terhadap Notaris yang mengabaikan keluhuran dari martabat jabatannya selain dapat dikenakan sanksi moril, ditegur atau dipecat dari keanggotaan profesinya, juga dapat dipecat dari jabatannya sebagai Notaris.

Jabatan Notaris sebagai pengemban profesi maksudnya berkewajiban berpengetahuan yang tinggi, khusus dan latihan istimewa serta bertanggung jawab melayani kepentingan umum. Mengingat kedudukan dan kewenangan Notaris yang istimewa dalam melayani kepentingan umum, maka dalam hal ini seorang Notaris perlu memperhatikan tanggung jawab dan etika. Berbicara mengenai tanggung jawab profesi Notaris, dalam kewajibannya tidak hanya secara hukum. Akan tetapi Notaris juga bertanggung jawab secara moral. Jika Notaris menemukan hambatan, maka Notaris harus melakukan konsultasi kepada instansi/pihak yang berwenang agar produk yang dibuatnya dapat melindungi para pihak yang berkepentingan.

Guna meminimalisir kerugian bagi orang berkepentingan dalam akta yang dibuat oleh Notaris, maka pada hakikatnya Notaris perlu mengaplikasikan prinsip ketelitian. Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, menyebutkan bahwa “Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya”.

Tugas dan wewenang Notaris telah diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris,  tidak hanya ditugaskan dalam pembuatan akta autentik, Notaris juga bertugas melakukan registrasi dan pengesahan surat ataupun akta yang dibuat dibawah tangan. 
Unsur dari keautentikan suatu akta terdapat dalam Pasal 1868 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa:

2. Bahwa akta dibuat dan disahkan dengan bentuk menurut hukum; 

3. Bahwa akta dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum; 

4. Bahwa akta dibuat oleh atau dihadapan pejabat berwenang, sesuai dengan wewenang pejabat yang membuatnya. 

Akta pendirian perseroan terbatas, harus dinyatakan dalam akta yang dibuat di hadapan notaris, termasuk juga perubahan anggaran dasar dan perubahan data perseroan tersebut harus dibuat di hadapan atau oleh notaris, karena akta notaris berfungsi juga sebagai media untuk mendapatkan pengesahan atas pendirian, persetujuan dan penerimaan pemberitahuan atas perubahan anggaran dasar maupun perubahan data perseroan dari dan ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selain itu ditentukan bahwa notaris sebagai kuasa dari Direksi perseroan terbatas mengajukan permohonan pengesahan, persetujuan dan pemberitahuan.

Tanggung jawab notaris dimulai pada saat pembuatan akta pendirian Perseroan Terbatas dihadapan notaris yang memuat di antaranya tentang perumusan maksud dan tujuan perseroan, karena itu notaris dituntut untuk seteliti mungkin mengenai hal-hal yang termuat dalam akta pendirian tersebut.

Tanggung jawab Notaris yang berkaitan dengan keautentikan akta pendirian Perseroan Terbatas hanyalah sebatas dengan kebenaran formal dan bukan materil yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, bahwa yang perlu diutarakan oleh para pendiri untuk dituangkan ke dalam akta pendirian berupa anggaran dasar yang telah diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, diantaranya:

a. Nama dan tempat kedudukan perseroan;

b. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. Jangka waktu berdirinya perseroan;

d. Besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor

e. Jumlah saham, jumlah kualifiasi saham apabila ada, berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham;

f. Nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris;

g. Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;

h. Tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris;

i. Tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.

Guna memperoleh legalitas yang dibutuhkan oleh Perseroan Terbatas, Notaris dapat menempuh dua upaya hukum antara lain : 
1. Membatalkan akta yang tidak mendapatkan persetujuan Menteri. Hal tersebut dilakukan sebab terdapat pemegang saham yang merasa dirugikan oleh kelalaian dan tindakan direksi perusahaan, sehingga merusak kepercayaan serta membuat citra buruk perseroan dimata investor. Sehingga menyebabkan pemegang saham bersangkutan keluar dan menjual saham kepemilikannya. Akta yang tidak mendapatkan persetujuan Menteri tersebut tidak sah dan perlu diolah akta yang baru, dengan adanya perubahan posisi pada susunan pemegang saham. Setelah akta perubahan anggaran dasar baru dibuat, maka permintaan persetujuan kepada Menteri bisa diajukan lagi yang disesuaikan dengan ketentuan mekanisme undang-undang ataupun aturan pelaksananya. 

2. Melalui pembuatan akta pengukuhan atau akta penegasan terhadap akta yang tidak dimohonkan. Hal ini dapat dilakukan jikalau tidak adanya rasa dirugikan oleh pemegang saham akibat kelalaian pihak direksi. Untuk pembuatan akta pengukuhan atau penegasan tersebut harus menjalani mekanisme RUPS ulang, serta selanjutnya dapat membuat dan memohonkan lagi akta pengukuhan tersebut.

Apabila ditemukan permasalahan atas kelalaian Notaris, maka dapat mengakibatkan kerugian yang membuatnya wajib bertanggung jawab atas semua yang dilaksanakan tersebut (kalau terjadi maka dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya). Kelalaian Notaris bisa menyebabkan kerugian untuk dirinya sendiri dan pihak yang berkepentingan. Notaris yang melakukan kelalaian hingga mengakibatkan kerugian tentu harus bertanggung jawab. 
Tanggung jawab dapat diartikan sebagai sesuatu yang wajib untuk ditanggung. Menanggung disini dapat dipahami sebagai kesediaan dalam membiayai, menjamin, dan menyatakan dalam menjalankan tugas. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Notaris, yakni :

1. Membatalkan akta yang tidak dapat dimohonkan dan membuat akta perubahan baru 

Solusi agar Perseroan Terbatas yang tidak mendapatkan persetujuan Menteri dan berkehendak memperoleh persetujuan tersebut adalah dengan membatalkan akta perubahan terdahulu. Kemudian, jika ada salah seorang pemegang saham yang merasa tidak menyukai kinerja Perseroan Terbatas dan ingin mengundurkan diri dari perseroan terbatas, maka pemegang saham tersebut dapat menjual kembali saham yang dimilikinya. Seandainya pemegang saham tidak berkeinginan mempermasalahkan kelalaian kinerja pengurus perseroan terbatas, maka pembatalan akta terdahulu harus dilakukan. Hal ini bertujuan agar kekuatan akta tidak mengikat serta tidak mempunyai kekuatan hukum, dan akta perubahan anggaran dasar yang tidak mempunyai pengesahan dari Menteri, wajib melewati proses mekanisme RUPS, sama halnya RUPS sebelumnya dan perbedaannya hanya terletak pada agenda RUPS.

Pembatalan akta perubahan anggaran yang tidak memperoleh persetujuan Menteri, tanpa mekanisme RUPS adalah hal yang tidak sah, sebab akta terdahulu mempunyai kekuatan hukum serta kekuatan mengikat pihak bersangkutan. Pasal 1338 KUHPerdata menyebutkan bahwa “segala perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang untuk pihak-pihak yang membuatnya”.31 Bagi para pemegang saham yang merasa tidak puas dengan kinerja persero terbatas serta hendak hengkang darinya, maka mereka bisa memperjual belikan saham kepemilikannya kepada perseroan terbatas. Kemudian perseroan terbatas bisa membeli lagi saham tersebut, hal ini tercantum dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. 
Pasal 56 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menerangkan mengenai kewajiban pembelian kembali melewati serta mendapat persetujuan dari RUPS terlebih dahulu. Jika RUPS menyetujui pembelian kembali saham, maka harus ada akta pemindahan hak serta salinannya dalam proses pembelian kembali tersebut. Salinan pembelian kembali saham kemudian diserahkan kepada persero terkait untuk dicatat pemindahan hak atas saham tersebut oleh direksi. Pencatatan tersebut wajib dilakukan, dan dituliskan tanggal serta hari pemindahan hak dalam daftar pemegang saham persero.

Diperlukan melewati mekanisme RUPS dalam proses pembatalan akta, pembelian kembali saham persero yang dijual oleh pemegang saham dan pembuatan revisi anggaran dasar guna menggantikan akta terdahulu yang tak memperoleh persetujuan Menteri. Akan tetapi, ketiga hal tersebut mampu dilakukan RUPS yang sama dengan menyematkan tiga agenda (tiga mata acara) pemanggilan RUPS. Pasal 75 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, menjelaskan bahwa ada kemungkinan dapat terjadi penambahan mata acara. Hal ini dengan syarat semua pemegang saham berhadir serta setuju dengan penambahan mata acara rapat. Pembatalan akta, pembelian kembali atas saham, dan perubahan anggaran dasar yang baru, dapat dituangkan dalam 3 (tiga) akta yang terpisah ataupun juga dibuat 2 (dua) akta yaitu akta pembatalan dan akta perubahan anggaran dasar baru yang memuat pula revisi susunan pemegang saham sebab adanya prosesi jual-beli saham. Hal tersebut dapat pula dicantumkan dalam 1 (satu) akta yakni pada akta revisi anggaran dasar baru yang mana berisi pembatalan akta terdahulu serta perubahan pemegang saham. Berdasarkan uraian tersebut diatas, semua proses tersebut kembali lagi tergantung pada kepentingan pihak yang bersangkutan. Perubahan anggaran dasar yang telah selesai dimuat dalam akta dapat mengajukan permohonan perubahan anggaran dasar kembali.

2. Pembuatan akta pengukuhan atau akta penegasan terhadap akta yang tidak dapat dimohonkan 

Guna mendapatkan persetujuan Kemenkumham atas akta perubahan yang tidak mempunyai persetujuan, metode lainnya adalah melalui pembuatan akta baru. Artinya pengukuhan atau penegasan pada akta yang terdahulu, tetapi dalam prosesnya diperlukan mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ulang. Adanya rapat umum pemegang saham ulang tersebut, maka akta pengukuhan atau akta penegasan bisa dibuat. Pembuatan akta penegasan dapat dilakukan jika tidak ada perubahan isi dalam akta perubahan anggaran dasar.

Hal ini berarti akta penegasan tersebut isinya masih sama dengan akta sebelumnya yang tidak mendapatkan persetujuan Kemenkumham. Jadi, untuk membuat akta penegasan atau akta pengukuhan, perlu di adakan lagi rapat umum pemegang saham (RUPS). Mekanisme RUPS (rapat umum pemegang saham) sama dengan mekanisme RUPS yang lain, tujuan diadakannya RUPS ulang adalah agar dikeluarkannya keputusan yang disepakati dalam RUPS, untuk membuat akta pengukuhan atau akta penegasan tersebut, sehingga akta penegasan atau pengukuhan atas akta perubahan yang sebelumnya, dapat di muat di dalam akta Notaris. Akta pengukuhan atau akta penegasan tersebut harus memuat keterangan bahwa telah dibuat akta perubahan sebelumnya, dan memuat alasan dibuat ulangnya akta tersebut. Sehingga akta pengukuhan atau akta penegasan terhadap akta perubahan anggaran dasar yang sebelumnya yang pernah dibuat, dapat diajukan dan dimohonkan kembali kepada Menteri, dengan ketentuan permohonan yang sama, dengan permohonan perubahan anggaran dasar untuk mendapat persetujuan Menteri.

Dengan demikian hadirnya Notaris di tengah masyarakat dan sebagai pembuat akta yang mempunyai kemampuan pembuktian hukum sehingga tidak memerlukan alat pembuktian lain dan menetapkan secara jelas hak dan kewajiban individu.
 Akta tersebut dapat menjadi bukti tertulis yang bersifat autentik,2 sebagaimana dimaksud Pasal 1868 KUHPerdata.
 Pada pembuatan akta autentik, prinsip kehati-hatian dan ketelitian perlu diperhatikan oleh Notaris guna tercapai kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. 
Tugas dan wewenang Notaris telah diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, hal ini disimpulkan oleh GHS Lumban Tobing, Notaris, tidak hanya ditugaskan memanifestasikan akta autentik, Notaris pula dibebankan untuk melaksanakan pendaftaran dan mengesahkan surat-surat ataupun akta-akta yang dibuat dibawah tangan.
 Salah satu wewenang Notaris adalah menbuat akta autentik.
 Pada perusahaan, Notaris juga membuat akta perubahan perseroan terbatas dan menuangkan segala berita acara rapat yang telah diadakan dalam rapat umum pemegang saham oleh perseroan terbatas, serta mendaftarkannya. Berbicara mengenai tanggung jawab profesi Notaris, dalam kewajbannya tidak hanya secara hukum. Apabila Notaris menemukan hambatan, maka Notaris dapat melakukan konsultasi kepada instansi/pihak yang berwenang agar produk yang dibuat dapat melindungi para pihak yang berkepentingan.

Perseroan Terbatas merupakan bentuk usaha kegiatan ekonomi yang paling disukai saat ini, karena disamping pertanggungjawabannya yang bersifat terbatas, perseroan terbatas juga memberi kemudahan bagi pemilik (pemegang saham) untuk mengalihkan perusahaannya (kepada setiap orang) dengan menjual seluruh saham yang dimilikinya pada perusahaan tersebut, serta keuntungan-keuntungan lainnya.

Tanggung Jawab notaris dimulai pada saat pembuatan akta pendirian Perseroan Terbatas dihadapan notaris yang memuat di antaranya tentang perumusan maksud dan tujuan perseroan, karena itu notaris dituntut untuk seteliti mungkin mengenai hal-hal yang termuat dalam akta pendirian tersebut. Dari beberapa bentuk perusahaan yang ada di Indonesia,
 Perseroan Terbatas adalah bentuk perusahaan yang paling populer dalam bisnis dan paling banyak digunakan oleh para pelaku bisnis/investor dalam menjalankan kegiatan usaha diberbagai bidang. Selain memiliki landasan hukum yang jelas seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, bentuk perseroan terbatas ini juga dirasakan lebih menjaga keamanan para pemegang saham/pemilik modal dalam berusaha.

Notaris oleh undang-undang diberi kewenangan untuk menuangkan semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang dikehendaki oleh pihak-pihak guna mengkonstantirkannya ke dalam sebuah akta autentik dan agar akta yang dibuatnya itu memiliki kekuatan bukti yang lengkap dan memiliki keabsahan di mana dalam hal ini akta yang dimaksudkan adalah akta pendirian Perseroan Terabtas. 

Notaris dituntut pula memenuhi semua ketentuan-ketentuan jabatan Notaris dan peraturan-peraturan lainnya yang terkait dalam akta pendirian Perseroan Terbatas. Notaris dalam hal ini adalah sebagai pengkaji apakah kehendak para pihak tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Notaris dalam melaksanakan jabatanya juga harus berpijak kepada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Hal tersebut dilakukan oleh Notaris sebagai bentuk kewajiban untuk menyampaikan syarat-syarat autentisitas, keabsahan dan sebab-sebab kebatalan suatu akta, juga sebagai sikap preventif adanya cacat hukum akta Notaris yang dapat mengakibatkan hilangnya autentisitas dan batalnya akta Notaris, yang dapat menimbulkan kerugian kepada masyarakat, terutama pihak-pihak yang berkepentingan.

Tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah memastikan keabsahan formal, mencatat semua keputusan rapat, dan menjamin akta memiliki kekuatan hukum sebagai akta otentik. Notaris bertanggung jawab secara profesional untuk membuat akta sesuai peraturan perundang-undangan dan etika profesi, memverifikasi kesepakatan para pihak, serta memastikan akta tidak bertentangan dengan hukum. 

Tanggung jawab utama notaris

1. Notaris bertugas menyusun dan mengesahkan akta berita acara RUPS sebagai akta otentik, yang menjadi dasar hukum keputusan rapat.
2. Notaris harus hadir, melihat, mendengar, dan mencatat semua yang dibicarakan serta diputuskan dalam RUPS untuk dituangkan ke dalam akta berita acara.
3. Notaris wajib memastikan bahwa keputusan yang diambil dalam RUPS tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Akta yang dibuat oleh notaris harus memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dengan memenuhi aspek legalitas formil dan materil.
5. Notaris bertanggung jawab untuk menjaga keotentikan akta agar tidak terganggu dengan memperhatikan aspek pembuktian lahiriah, formil, dan materil. 

Kewajiban lainnya adalah :

1. Notaris wajib tunduk pada Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan undang-undang terkait lainnya, seperti Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT).
2. Notaris harus bersikap profesional, tidak memihak, dan mengedepankan asas kehati-hatian dalam menjalankan jabatannya untuk menghindari perbuatan melawan hukum.
3. Notaris bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya dan dapat dimintai pertanggungjawaban secara administratif, perdata, kode etik, maupun pidana jika terjadi kesalahan. 

Notaris diberikan wewenang untuk menuangkan segala perbuatan, perjanjian dan penetapan yang dikehendaki oleh pihak-pihak yang dating kepadanya untuk mengkonstantirkannya dan dituangkan ke dalam sebuah Akta Autentik, dengan tujuan agar akta tersebut memilik kekuatan bukti yang lengkap dan memiliki keabsahan. Oleh karena itu Notaris wajib memenuhi segala  ketentuan jabatannya dan peraturan-peraturan lainnya. Notaris juga berperan untuk mengkaji apakah suatu yang dikehendaki oleh penghadap untuk dituangkan ke dalam Akta tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Notaris berkewajiban untuk mengetahui dan memahami syarat-syarat autentisitas, keabsahan dan sebab-sebab kebatalan suatu akta, hal tersebut sangatlah penting untuk menghindari secara preventif adanya cacat hukum Akta Notaris yang dapat mengakibatkan batalnya Akta dan menimbulkan kerugian kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan uraian di atas, maka jelaslah bahwa Notaris memiliki peran penting dalam pembuatan akta pemegang saham, seperti  menyiapkan dan membuat akta pendirian perusahaan serta mengamankan notulen rapat umum pemegang saham (RUPS). Notaris berfungsi sebagai pejabat umum yang membuat akta otentik, memverifikasi legalitas dokumen dan kesepakatan, serta bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya untuk memastikan tidak bertentangan dengan hukum. 
Peran dan tugas notaris dalam pembuatan akta pemegang saham

1. Notaris membuat akta pendirian Perseroan Terbatas (PT), yang menjadi dasar hukum status, hak, dan kewajiban para pihak.
2. Notaris hadir dalam RUPS untuk menyaksikan dan mencatat jalannya rapat serta keputusan yang diambil.
3. Memastikan pemegang saham yang hadir sesuai dengan daftar dan mencatat jumlah suara mayoritas.
4. Membuat akta berita acara RUPS (akta pejabat atau akta partij) yang mengikat secara hukum dan memiliki kekuatan sebagai alat bukti di pengadilan.
5. Meskipun risalah RUPS tidak selalu wajib dalam bentuk akta notaris setelah UU Cipta Kerja, akta otentik tetap dapat dibuat sesuai kebutuhan.
6. Memverifikasi kesepakatan para pihak untuk memastikan tidak melanggar undang-undang.
7. Bertanggung jawab atas keabsahan formal akta dan isinya serta membetulkan kesalahan ketik pada minuta akta yang telah ditandatangani. 
Notaris bertanggung jawab atas kesalahan atau kelalaian dalam membuat akta dan harus memastikan isinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain tanggung jawab hukum, notaris juga memiliki tanggung jawab moral berdasarkan kode etik profesinya. 
C. Hambatan-Hambatan Notaris  Yang Terjadi Dalam Pembuatan Akta Pemegang Saham
Hambatan yang ada pada pelaksanaan pembuatan pembuatan akta pemegang saham yang sering terjadi adalah para pemegang saham tidak dapat berkumpul pada tempat yang telah ditentukan di kantor notaris untuk menandatangani  dan membuat RUPS dan sering saham-saham yang telah disetor dalam anggaran dasar Perseroan Terbatas tidak dapat ditunjukan oleh para pemegang saham dan notaris hanya mengetahui dari pernyataan para  pemegang saham bahwa saham-saham yang telah disetor sesuai yang telah disebutkan dalam anggaran dasar  dan akta perubahan sebelumnya. 
Hambatan yang terjadi dalam pembuatan Akta Pemegang Saham (biasanya dalam konteks Rapat Umum Pemegang Saham/RUPS) oleh Notaris sering berkaitan dengan kebenaran data yang disampaikan oleh para pihak, pemenuhan prosedur hukum, dan potensi konflik kepentingan. 

Berikut adalah hambatan-hambatan utama yang dihadapi Notaris:

1. Keterangan Palsu dari Penghadap: Notaris bertanggung jawab atas kebenaran formal akta, namun tidak menjamin kebenaran materiil (isi pernyataan) dari para pihak. Notaris menghadapi risiko jika penghadap (klien) dengan sengaja memberikan data atau keterangan palsu, seperti identitas palsu atau dokumen RUPS yang dimanipulasi, yang dapat membatalkan akta tersebut di kemudian hari.
2. Perbedaan Data: Perbedaan data antara akta Notaris dengan data yang terdaftar di Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Kementerian Hukum dan HAM dapat menimbulkan sengketa hukum dan kerugian bagi para pihak. 
3. Ketidakhadiran Pihak: Pembuatan akta otentik menghendaki kehadiran para pihak di hadapan Notaris. Jika akta ditandatangani di luar hadapan Notaris atau di luar wilayah jabatannya, hal ini dapat mengurangi kekuatan pembuktian akta menjadi akta di bawah tangan atau bahkan batal.
4. Ketidakabsahan RUPS: Notaris perlu memastikan bahwa RUPS yang mendasari akta telah memenuhi syarat kuorum dan prosedur pemanggilan yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UU PT) dan Anggaran Dasar perusahaan. Ketidakabsahan RUPS akan berdampak pada keabsahan akta yang dibuat Notaris.
5. Penolakan Notaris: Notaris wajib menolak membuat akta jika hal tersebut menyalahi peraturan perundang-undangan, misalnya jika diminta untuk melegalisasi transaksi yang melanggar hukum atau etika. 
6. Hubungan Kekeluargaan: Notaris dilarang membuat akta untuk dirinya sendiri, istri/suami, atau orang lain yang memiliki hubungan kekeluargaan tertentu (garis lurus ke atas/bawah tanpa batasan derajat, garis ke samping sampai derajat ketiga).
7. Notaris sebagai Pemegang Saham: Meskipun Notaris diperbolehkan menjadi pemegang saham atau pengawas, terdapat potensi hambatan etis atau bahkan larangan jika perannya sebagai pemegang saham berbenturan langsung saat membuat akta terkait perseroan tersebut, terutama jika ia menjadi pendiri. 

Menghadapi hambatan-hambatan ini, Notaris wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan profesionalisme tinggi untuk memastikan integritas akta yang dibuatnya. Adapun upaya yang dapat dilakukan notaris dalam menghadapi hambatan tersebut adalah :

1. Notaris wajib menerapkan prinsip kehati-hatian yang tinggi ( due diligence ) untuk memverifikasi kebenaran materiil dari keterangan dan dokumen yang diberikan oleh para pihak.
2. Melakukan pemeriksaan mendalam terhadap dokumen identitas (KTP, paspor) dan dokumen legalitas perusahaan (akta pendirian, daftar pemegang saham sebelumnya, risalah RUPS).
3. Notaris berperan memberikan nasihat hukum dan penjelasan mengenai undang-undang yang berlaku kepada para pihak terkait konsekuensi hukum dari akta yang akan dibuat, termasuk risiko memberikan keterangan palsu.
4. Menggunakan sarana elektronik yang sah untuk RUPS jika dimungkinkan oleh Anggaran Dasar perusahaan, dengan tetap memastikan keabsahan kehadiran dan pengambilan keputusan sesuai hukum.
5. Berkoordinasi dengan Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) untuk memastikan sinkronisasi data dan memahami prosedur verifikasi substantif terbaru.
6. Notaris berhak menolak membuat akta otentik apabila permintaan tersebut menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku atau jika notaris meragukan kebenaran data yang disampaikan
BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta pemegang saham diatur dalam  Undang-Undang Jabatan Notaris  dan kode etiknya. Tanggung jawab ini mencakup kewajiban memverifikasi kesepakatan para pihak, memastikan akta sesuai hukum, serta memberikan penyuluhan hukum dan menjamin keotentikan akta. Jika terjadi kesalahan atau kelalaian, notaris dapat bertanggung jawab secara administratif, perdata, kode etik, dan bahkan pidana
2. Tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dibuat oleh notaris atau akta relaas atau akta pejabat Risalah RUPS yang dibuat oleh Notaris dan pejabat yang berwenang disebut bentuk akta berita acara rapat umum pemegang saham. Akta yang dibuat dihadapan notaris atau akta partij (partij akten) Risalah RUPS yang disusun dihadapan Notaris dan merupakan sebuah akta partij ketika sebuah Perseroan Terbatas telah terlebih dahulu melaksanakan RUPS ditempat kedudukan Perseroan Terbatas tersebut dimana hasil dari RUPS tersebut telah dibuatkan suatu berita acara dan ditanda tangani oleh para pemegang saham komisaris dan direktur serta dalam berita acara RUPS yang dibuat dibawah tangan tersebut memberikan kuasa kepada direktur untuk menghadap kepada seorang Notaris agar berita acara RUPS dibawah tangan tersebut dapat dibuatkan suatu akta otentik. Dengan menghadapnya seorang direktur mewakili perseroan berdasarkan kuasa dari Perseroan Terbatas tersebut maka akta yang dibuat oleh Notaris merupakan sebuah akta partij disebut dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham. Terhadap kebenaran materil dalam partij akten, jika terjadi kesalahan atau bertentangan dengan sebenarnya tertuang dalam akta, Notaris tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum.
3. Hambatan-hambatan notaris  sehubungan dengan dalam pembuatan akta pemegang saham  mencakup kehadiran fisik, keabsahan data dan dokumen, serta benturan kepentingan. dalam pelaksanaan RUPS secara elektronik (e-RUPS) atau teleconference, di mana pemegang saham mungkin berada di lokasi yang berbeda. Perbedaan pandangan ahli hukum mengenai makna "berhadapan langsung dengan notaris" dalam konteks e-RUPS menimbulkan persoalan yuridis mengenai keabsahan akta yang dibuat, kuorum rapat atau mekanisme pemanggilan, tidak terpenuhi, akta yang dibuat notaris dapat dianggap tidak sah atau nilainya turun menjadi akta di bawah tangan.
B. Saran. 

1. Agar dalam k pembuatan akta yang berkaitan dengan pemegang saham (seperti Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar, atau Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham/RUPS), maka notaris harus terdaftar resmi dan memiliki pengalaman dalam hukum perusahaan. 
2. Dalam hal penuangan akta sirkuler ke dalam akta otentik, hendaknya notaris membuat akta sesuai dengan keinginan atau kehendak penghadap selama tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan kepatutan serta harus menerapkan prinsip kehati-hatian serta memberikan pemahaman hukum kepada penghadap, mengingat dasar pembuatan akta otentik adalah keputusan sirkuler yang dibuat bawah tangan yang dalam proses pembuatannya tidak melalui suatu pertemuan, hal ini berbeda dengan RUPS yang menghadirkan notaris sehingga tentang akibat-akibat penuangan keputusan sirkuler ke dalam akta tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab penghadap, karena notaris hanya menuangkan ke dalam akta otentik atas kehendak dan keterangan penghadap.
3. Perseroan Terbatas yang menyelenggarakan RUPS agar menuangkan hasil dari keputusan atau risalah RUPS tersebut ke dalam sebuah akta otentik guna memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan perlu diadakan revisi terhadap (UUJN-P) khususnya ketentuan yang tertuang dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m agar sesuai dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat dimana kecanggihan teknologi dewasa ini memungkinkan para pihak untuk bertransaksi tanpa harus bertemu secara fisik.
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